IV.1.

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS

Gambaran Umum Obyek Penelitian

Obyek dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang berada di
Kota Semarang. Peneliti berhenti melakukan wawancara ketika sudah diperoleh 11
narasumber karena proses pengumpulan data telah mencapai titik jenuh, yaitu peneliti
tidak mendapatkan lagi kebaharuan informasi. Pelaksanaan wawancara berlangsung
selama 5 hari berturut-turut yaitu mulai tanggal 21 - 25 November 2022. Wawancara
berlangsung selama 10 - 25 menit untuk setiap narasumber.

Narasumber yang berjumlah 11 orang tersebut terdiri dari 3 laki-laki dan 8
perempuan, yang mana bidang usahanya beraneka ragam, yaitu restoran, jasa,
perdagangan alat pertukangan, ritel bahan besi, petshop, dokter, kontraktor, guru les,
bangunan, interior, pengadaan furniture, konveksi, dan percetakan. Usia dari para
narasumber berkisar antara 28 — 39 tahun dan sudah menggunakan jasa konsultan pajak

dengan jangka waktu yang beragam yaitu antara 1 - 8 tahun.
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Iv.2

Berikut pengumpulan data wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan

rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1. Ringkasan Realisasi Pengumpulan Data Wawancara

Narasumber Tanggal Jenis Usaha | Usia Lama Durasi Jenis
Penggunaan Wawancara Kelamin
Konsultan Pajak

Narasumber 1 Senin, 21 Restoran 34 2 tahun 15 menit 47 Laki-Laki
November 2022 detik

Narasumber 2 Senin, 21 Jasa 39 8 tahun 09 menit 36 | Laki-Laki
November 2022 detik

Narasumber 3 Selasa, 22 Ritel Bahan 34 >6 tahun 17 menit 10 | Perempuan
November 2022 | Besi detik

Narasumber 4 Selasa, 22 Perdagangan 37 7-8 tahun 16 menit 55 | Perempuan
November 2022 | Alat Tukang detik

Narasumber 5 Rabu, 23 Petshop 34 1-2 tahun 12 menit 18 | Perempuan
November 2022 detik

Narasumber 6 Rabu, 23 Bangunan, 36 2 tahun 17 menit 19 | Perempuan
November 2022 | Interior, detik

Pengadaan
Furniture

Narasumber 7 Rabu, 23 Dokter 34 1-2 tahun 14 menit 23 | Perempuan
November 2022 detik

Narasumber 8 Rabu, 23 Konveksi 34 3-4 tahun 14 menit 11 Laki-Laki
November 2022 detik

Narasumber 9 Rabu, 23 Percetakan 34 5-6 tahun 18 menit 50 | Perempuan
November 2022 detik

Narasumber 10 | Kamis, 24 Kontraktor 28 5 tahun 24 menit 23 | Perempuan
November 2022 detik

Narasumber 11 | Jumat, 25 Guru Les 31 1 tahun 09 menit 50 | Perempuan
November 2022 detik

Sumber : Data primer yang diolah, 2022.

Hasil dan Pembahasan

IV.2.1. Pertimbangan Wajib Pajak menggunakan Jasa Konsultan Pajak
Indonesia telah menerapkan sistem self assessment sejak tahun 1983. Landasan

pemberlakuan sistem self assessment nampak pada Pasal 12 Ayat (1) UU No. 6 Tahun

1983 yang mana telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir yaitu UU No.
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28 Tahun 2007 yang berbunyi sebagai berikut; “Setiap Wajib Pajak wajib membayar
pajak terutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak
menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak”. Secara filosofis pertimbangan
penerapan sistem self assessment di Indonesia dikarenakan sistem tersebut dipandang
lebih sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak
warga Negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan
(Koynja dan Nurbani,2020).

Berdasarkan Undang-Undang No 6 tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan dijelaskan bahwa sistem self assessment memberikan
kepercayaan kepada anggota masyarakat untuk melaksanakan kegotongroyongan
nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak
yang terutang, sehingga melalui sistem ini pelaksanaan administrasi perpajakan
diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah
untuk dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak. Penetapan besarnya pajak
terutang merupakan tanggungjawab dari wajib pajak sendiri. Wajib pajak juga wajib
melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terhutang dan terbayar sebagaimana
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan penjelasan
tersebut, pemerintahan dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak secara tidak langsung
mengharapkan wajib pajak untuk sadar, terbuka dan jujur atas penghasilan yang
diperoleh setiap tahunnya serta melaporkan harta yang dimiliki dengan jelas, lengkap,
dan benar di dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Keberhasilan pelaksanaan sistem self assessment bergantung pada kesadaran,
peran, serta keaktifan dari masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Menurut Syarty (2013), pelaksanaan sistem self-assessment membawa misi dan

konsekuensi perubahan sikap (kesadaran) warga masyarakat untuk membayar pajak
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secara sukarela (voluntary compliance). Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan
sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan
melaporkan pajak tersebut.

Menurut Wicaksono (2011), keberhasilan sistem self assessment ditentukan
oleh 4 hal, yaitu: (1) kesadaran wajib pajak, (2) kejujuran wajib pajak, (3) hasrat untuk
membayar pajak (tax mindedness), dan (4) disiplin dalam membayar pajak (tax
discipline). Tingkat kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak berkaitan dengan
tingkat kesadaran hukum dalam membayar pajak. Kejujuran dalam membayar pajak
sangat penting karena dalam sistem self assessment, pemerintah memberikan
kepercayaan penuh kepada masyarakat untuk menentukan jumlah pajak terutang sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasrat untuk membayar pajak
adalah kepatuhan sukarela wajib pajak dalam membayar pajak. Kedisiplinan dalam
membayar pajak berkaitan dengan tingkat pemahaman wajib pajak mengenai hukum
perpajakan serta sanksi hukumnya di suatu negara supaya wajib pajak tidak menunda
dalam membayar pajak.

Penerapan sistem self assessment di Indonesia memiliki kelebihan dan
kelemahan. Kelebihannya adalah pemungutan pajak dapat berjalan lebih efektif karena
wajib pajak menghitung pajak secara mandiri, menyetorkan pajak terutang ke Bank
Persepsian dan/atau ke bendahara penerimaan, dan melaporkan pembayaran kepada
kantor pemungut pajak. Namun, hal ini juga menjadi sisi kelemahan, terutama bagi
wajib pajak yang tidak memiliki pengetahuan tentang perpajakan. Mereka cenderung
mengalami kesulitan dan bahkan kekeliruan dalam menghitung besaran pajak yang
terutang.

“[.....] masalah untuk peraturan perpajakan kita kan kalau masyarakat umum
kan kita nggak terlalu aktif masalah perpajakan kita juga terlalu bingung untuk

itung-itungan nya seperti apa” (Narasumber 5)
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Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai lembaga pajak resmi Indonesia
mempunyai fungsi untuk membina, membimbing, melayani, dan mengawasi wajib
pajak (WP). Salah satu bentuk pengawasan DJP yaitu pemeriksaan pajak. Menurut
Undang—Undang No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 25 Tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan, pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun
dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan dan sebagai bentuk pengawasan
pelaksanaan sistem self assesment dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang
berpegang teguh pada Undang-Undang Perpajakan. Petugas pemeriksa pajak harus
memiliki keahlian perpajakan, bisa pegawai DJP (Pegawai Negeri Sipil) ataupun tenaga
ahli yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh DJP.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
45/PMK.01/2021 halaman 3 menjelaskan bahwa account representative (AR) adalah
jabatan pelaksana pada Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana diatur di dalam peraturan
perundang-undangan dan bertugas untuk membantu wajib pajak dalam konseling serta
melaksanakan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. Menurut
Kusuma (2017), posisi AR adalah sebagai perantara WP dengan DJP. Tugasnya yaitu
sebagai penghubung, melayani serta mengawasi WP dalam memperoleh hak dan
melaksakan kewajiban yaitu menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak.

Akan tetapi pada praktiknya, AR belum bisa memaksimalkan tugas karena
perbandingan antara jumlah AR dan wajib pajak di Indonesia masih jauh dari ideal
(Nurlia, 2015). Selain itu, sebagian wajib pajak cenderung merasa takut dan khawatir
dengan kehadiran AR yang ternyata juga berprofesi sebagai pegawai DJP. Wajib pajak

pun menjadi ragu dengan tingkat independensi peran AR.
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“[...] dulu pernah ada pengalaman ya tiba-tiba tempat saya itu didatangin
sama petugas pajak katanya sih. Terus dia bilang kurang bayar tiba-tiba dia
bisa tahu nama, apa apa apa dibilang kurang bayar pajak gitu. ya tiba-tiba
harus harus harus eee ga..ga..langsung minta sekian gitu. Nah setelah
ditelusuri itu kayaknya dia ga tau ya mantan petugas pajak atau gimana.”

(Narasumber 3)

Sejumlah kebijakan dan peraturan perpajakan mengalami berbagai perubahan,
terlebih pada saat pandemi Covid-19. Perubahan aturan perpajakan dan pemberian
insentif menjawab kebutuhan kondisi terkini agar perekonomian dapat tetap terjaga.
Salah satu perubahannya adalah berlakunya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan
(HPP). Selain itu juga terdapat perubahan peraturan perpajakan lain seperti Program
Pengungkapan Sukarela, Undang-Undang Cipta Kerja, dan pemberian insentif Covid-
19 bagi wajib pajak. Berbagai perubahan peratuan tersebut memberikan informasi bagi
wajib pajak karena mempengaruhi pelaporan pajaknya. Berdasarkan hal ini, dapat
dikatakan bahwa secara tidak langsung sistem self assessment mendorong setiap wajib
pajak untuk selalu mengkinikan pengetahuan tentang peraturan perpajakan dan
penerapan pajak yang berlaku saat ini. Namun kenyataannya, seringnya perubahan
peraturan tersebut justru membingungkan wajib pajak, terlebih yang tidak pernah atau

jarang memperbaharui pengetahuan mengenai ketentuan dan peraturan perpajakan.

“Kadang-kadang gak paham, gimana pemerintah mengeluarkan peraturan dan
kadang-kadang kan banyak detailnya, birokasinya gitu-gitu kita kadang-

kadang mikirnya ya dah intinya gimana [...].” (Narasumber 9)

Selain banyaknya peraturan pajak yang berubah, kompleksitas bahasa setiap
peraturan perpajakan sering menimbulkan multi tafsir. Undang-undang perpajakan
mempunyai banyak area abu-abu yang mana berpotensi memunculkan tafsir yang

berbeda tergantung pada pihak yang memiliki kepentingan (Lazuardi dan Rakhmayani,
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2018). Konsekuensinya jika diterapkan juga tidak jelas sehingga memunculkan
berbagai tafsir dan beda persepsi antara keinginan wajib pajak dengan kehendak DJP,
yang mana dari kondisi itu akan berpeluang merugikan salah satu diantara beberapa

pihak tersebut.

“Ya mengenai bahasa-bahasa, kalimat-kalimat dalam perpajakan itu kan
terkadang buat orang awam itu kan mungkin bisa disalahartikan.”

(Narasumber 2)

Berdasarkan fenomena yang terjadi, di antaranya semakin sering dan banyaknya
peraturan pajak yang berubah, tarif pajak yang bervariatif, serta perlakuan setiap jenis
pajak yang banyak menimbulkan ketidaknyamanan dan keengganan wajib pajak untuk
memahami dan mengikuti peraturan perpajakan tersebut, maka wajib pajak berpikir

untuk mempertimbangkan menggunakan jasa konsultan pajak.

“Saya menggunakan konsultan pajak karena terus terang pertama saya gak
paham aturan pajak [....], saya pengen jujur cuman saya gak tahu aturannya
dan tidak ada waktu untuk mempelajari sendiri tentang peraturan perpajakan.

Makanya saya pikir pakai konsultan pajak aja.” (Narasumber 7)

Berdasarkan PMK Nomor 175/PMK.03/2022, konsultan pajak adalah orang
yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka
melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak dapat memberikan kuasa kepada
konsultan pajak untuk menangani kewajiban perpajakan, mulai dari mempersiapkan,
menghitung, hingga melaporkan pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak (Khairannisa
dan Cheisviyanny, 2019). Konsultan pajak bukan merupakan pegawai dari DJP, dalam
pekerjaannya konsultan pajak membantu kedua belah pihak, baik dari pihak wajib pajak
maupun pihak DJP. Oleh karena itu, konsultan pajak perlu bersikap independen,

profesional, integritas, netral, bertindak adil, dan memberikan kepastian hukum

50



sehingga tidak merugikan kedua belah pihak (Fransiska & Fajriana,2017).

Pelaksanaan sistem self assessment ternyata mengalami kendala, yaitu terdapat
gap antara teori dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Wajib pajak mengalami
kesulitan dan kebingungan terkait peraturan yang sering berubah, tarif pajak yang
bervariatif, serta keengganan wajib pajak untuk selalu mengedukasi diri dengan
pengkinian peraturan perpajakan. Persoalan ini teratasi dengan kehadiran konsultan
pajak. Melalui konsultan pajak, wajib pajak secara tidak langsung dapat mengkinikan
pengetahuan mengenai peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, serta dapat

memenuhi kewajiban perpajakannya.

“[...] konsultan itu teman ya otomatis kan teman untuk kita bertukar pikiran
dan diskusi harapannya ia memberikan pandangan yang netral untuk masalah
pajak kalau memang itu harus bayar ya dibayar kalau gak dibayar ya jangan
dibayar, memberikan aturan main untuk peraturan-peraturan pajak yang
terbaru apa ya gambar ya [...]. Otomatis dari konsultan pasti pun harus update
soal peraturan pajak terbaru, update soal fasilitas-fasilitas untuk para
pengusaha yang terbaru, update untuk fasilitas bagi para wajib pajak. [...].”

(Narasumber 6)
Berdasarkan penjelasan di atas, faktor-faktor yang menjadi pertimbangan wajib
pajak dalam menggunakan jasa konsultan untuk dapat memenuhi kewajiban

perpajakannya antara lain:

2.2.1. Ekonomi

Keberadaan profesi konsultan pajak memiliki manfaat bagi wajib pajak,
khususnya dalam meminimalkan biaya ekonomi yang terjadi dalam pemenuhan
kewajiban perpajakan. Pada dasarnya, wajib pajak memperlakukan pajak

sebagai beban (Sugianto, 2017) karena wajib pajak mengalami tekanan, baik
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dalam hal waktu maupun material (Naundorf, 2012). Beban waktu lebih
berkaitan dengan ketersediaan waktu wajib pajak untuk menghitung, menyetor,
melapor, mempelajari peraturan, dan mengikuti pelayanan pajak. Wajib pajak
sering kurang memahami perpajakan seperti kenaikan tarif pajak dan
ketentuannya.
“Mungkin apa ya yang terakhir itu mungkin kalau yang saya bingung
pernah bingung itu waktu yang terakhir penggantian pajak yang 10%
ke 11% ya. Nah itu saya juga bingung, apakah industri FNB kena atau
nggak karena kan kalau yang di media-media juga nggak ada apa
namanya pengelompokannya sih. Saya cari-cari di internet juga nggak
ada pengelompokannya. Saya sempat itu maksudnya mengenakan pajak

11% dan ternyata untuk industri FNB tetap 10% gitu sih kan susah juga

gitu.” (Narasumber 1)

Selain itu, wajib pajak juga cenderung khawatir atau takut melakukan

kesalahan terkait perpajakan karena kurang memahami peraturan tersebut.

“[...] nomor satu saya takut salah kan saya memang cenderung nya
agak buta itu masalah keuangan gitu loh pak. Takutnya nanti nek kleru
malah jadi double-double la kan kalau misalkan sampai double kan
malah jadi saya sendiri yang repot nanti kan kalau misalkan salah gitu

lo.” (Narasumber 5)

Kehadiran konsultan pajak dapat mengkompensasikan beban tersebut.
Beban waktu dapat dikompensasikan dengan pengetahuan dan pengalaman

yang dimiliki seorang konsultan pajak.

Beban material lebih berkaitan dengan jumlah uang yang dikeluarkan
wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak termasuk
beban sanksi denda, gaji administrasi pajak. Pada umumnya, wajib pajak
memandang bahwa pembayaran pajak merupakan beban sehingga berusaha
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untuk meminimalkan beban tersebut. Beban material dapat dikompensasikan

dengan penghindaran sanksi dan proses pencatatan akuntansi pajak yang

meringankan pajak terutang.

2.2.2.

“Iya jadi mengenai semacam sanksi denda tu memang kita diberi
informasi dulu ya. Jadi dalam artian kita diingatkan melakukan
kewajiban sebelum nanti terlambat karena kalau terlambat ya otomatis
ada sanksi. Kemudian untuk update, apa yang update peraturan seperti
itu, itu pun juga kita juga diberi tahu dulu ya seperti kayak kemarin ada
kebijakan-kebijakan yang covid. Saya terus terang juga awalnya juga
tidak tahu dengan diinformasikan begitu kita juga bisa mengerti, jadi
kita bisa tahu harus berbuat apa untuk menyikapi peraturan-peraturan

yang baru itu.” (Narasumber 2)

Operasional Usaha

Tujuan wajib pajak menggunakan jasa konsultan pajak yaitu agar dapat

mempermudah urusan perpajakan. Wajib pajak dapat lebih fokus menjalankan

kegiatan operasional usahanya. Hal ini sejalan dengan penelitian Sugianto

(2017), yang mengungkapkan bahwa sebagian besar wajib pajak berprofesi

sebagai pengusaha yang mayoritas berpendidikan di bidang bisnis. Para

pengusaha tersebut lebih berfokus pada kebutuhan marketing. Urusan

perpajakan sangat menyita waktu sehingga mereka membutuhkan konsultan

pajak untuk mempermudah pengurusan hak dan kewajiban perpajakan sehingga

menjadi lebih efektif dan efisien.

“kalau waktu untuk memikirkan pajak ya ada sih pak, cuman kan
permasalahnya kan saya rutinitas ya, rutinitas lain di luar pekerjaan,
saya harus mengurus keluarga juga kan jadi ya mending untuk hal-hal

seperti itung-itungan administrasi perpajakan itu saya serahkan kepada
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konsultan yang mereka menurut saya lebih profesional dalam hal

perpajakan.” (Narasumber 5)

Wajib pajak yang berelasi dengan konsultan pajak sering mendapat
keuntungan. Salah satunya yaitu pemberian saran kepada wajib pajak (Sugianto,
2017). Konsultan pajak dalam pekerjaannya tidak ikut terlibat dalam
pemenuhan hak dan kewajiban wajib pajak, hal ini disebabkan karena konsultan
pajak hanya memberikan saran mengenai ketentuan perpajakan. Sedangkan
wajib pajak yang memikirkan dan memutuskan apakah saran yang diberikan
konsultan pajak akan digunakan atau tidak untuk keberlangsungan kegiatan
usahanya. Saran tersebut dapat berupa gambaran mengenai keadaan usaha dari
sisi perpajakan, antara lain gambaran mengenai laporan keuangan, laporan arus
kas, serta administrasi perpajakan yang telah dilakukan oleh wajib pajak agar

wajib pajak memiliki pandangan untuk melangkah ke depannya.

“Wajar itu, kita punya track record, cash flow seperti apa. Track record
kalau aku kan kerja di bidang proyek, track record untuk aku proyek
sekian, kan otomatis kita harus jujur ya namanya konsultan kan dia
akan tahu seberapa banyak punya kita, seberapa jauh usaha kita. [...]
seorang konsultan juga siap memberikan hal yang wajar itu. [...]
seorang konsultan memberikan pandangan yang netral. [...] Wajar itu
sesuatu yang benar dan baik tapi itu memberikan dampak yang bagus
untuk kedepan. [....] Yang penting wajar maksud saya adalah hal yang

benar dan baik.” (Narasumber 6)

Walaupun para narasumber memilih menggunakan jasa konsultan
pajak, mereka merasa tetap perlu adanya keterlibatan pemerintah untuk
melakukan sosialiasi dan edukasi mengenai peraturan dan ketentuan
perpajakan. Tujuannya adalah supaya wajib pajak menjadi sadar dan taat pajak

melalui pemahaman peraturan, dan tata cara perpajakan yang terkini, serta
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waktu pembayaran kewajiban pajaknya. Menurut Syarty (2013), selain dari
petugas pajak, wajib pajak juga dapat memperoleh informasi mengenai
perpajakan dari radio, televisi, majalah pajak, surat kabar, internet, buku
perpajakan, seminar pajak, dan dari pelatihan pajak.
“[...] ditambah lagi dengan pemerintah sangat mendukung sih. Di era
Pak Jokowi ini yang bener-bener pajak harus tertib, pajak harus tertib

banyak di sounding di sana-sini itu membuat saya semakin ya harus

tertib pajak.” (Narasumber 7)

2.2.3. Otoritas

Wajib pajak dalam menggunakan jasa konsultan pajak juga melihat dari
segi kualitas tingkat pelayanan otoritas pajak (Angelita dan Darmawati, 2022).
Otoritas pajak yang dimaksud adalah agen pemerintah yang bertugas untuk
mengawasi, memeriksa, memberikan penyuluhan, dan administratif.
Keberadaan orotitas pajak diatur di dalam PMK No. 45/PMK.01/2021, dimana
otoritas pajak yang dimaksud adalah account representative (AR) dimana salah
satu tugasnya untuk mengawasi dan memberikan penyuluhan kepada wajib
pajak yang berada di wilayahnya. Berdasarkan SE-45/PJ/2007, setiap wajib
pajak mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan prima dari seorang AR.
Salah satu pelayanan prima yang dimaksud yaitu wajib pajak berhak untuk
menanyakan perihal ketidakpahaman yang berhubungan dengan perpajakan
kepada AR di wilayahnya sehingga terjalin komunikasi yang baik dan saling

membangun antara keduabelah pihak.

“[...] kalau yang sekarang yang saya temui itu kayak ya ramah-ramah

aja sih ya. Saya dapat kontak, di kontak sama dia tuh ya. Oke dia ngasih
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informasinya, juga oke lah kayaknya bukan yang saya langsung dituduh
kamu apa omset segini tapi kamu bayar pajak segini, gak bukan yang
kayak gitu, gitu tapi dia tuh cuma ya memang lebih kaya dia lebih
fasilitasi kita juga ya [...]” (Narasumber 10)

Pada praktiknya, banyak ditemukan AR yang cenderung memberikan

pelayanan tidak prima kepada wajib pajak, bahkan menimbulkan kekecewaan

atas pelayanan yang diberikan. Sebagian wajib pajak cenderung merasa takut

dengan kehadiran AR dan ragu dengan tingkat independensi peran AR.

Perbandingan jumlah antara AR dan wajib pajak di Indonesia masih jauh dari

ideal. Satu AR harus menghadapi ribuan wajib pajak (Nurlia, 2015).

2.24.

“Oya, soal trauma pajak sebenernya karena dulu awal-awal itu ya ga
ada ya karena malah ga tahu soal pajak dan lain sebagainya, tapi kalau
setelah bayar pajak itu ada sih yang masih kadang-kadang sampai
sekarang pun masih sering membuat jengkel. AR.. AR sering kirimin
surat, tahu AR ya dikirimi surat. Surat itu beberapa kali AR kirim surat
ke rumah, ke kantor gitu [....] AR lagi yang kirim asal lempar gitu lama-
lama surat dari pajak kan pasti di cuekin. Malah yang benar-benar
surat, misal pajak mau ngirimin apa, malah gak dibuka gara-gara

Jjengkel dikirimin surat dari AR gitu aja sih.” (Narasumber 9)

Pemahaman Pajak

Salah satu pertimbangan wajib pajak dalam menggunakan jasa

konsultan pajak yaitu sebagai stand-in dalam memenuhi kewajiban perpajakan

(Angelita dan Darmawati, 2022). Stand-in yang dimaksud adalah pengetahuan

dan kemampuan untuk memahami peraturan perpajakan. Pemahaman pajak

merupakan pengetahuan wajib pajak mengenai kewajiban perpajakannya

seperti dalam hal bertindak, mengambil keputusan, serta pengetahuannya
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mengenai peraturan perpajakan (Pusparini, 2016). Wajib pajak dianggap paham
pajak apabila mereka mengerti peraturan dan ketentuan perpajakan yang telah
ditetapkan oleh DJP. Dampaknya adalah wajib pajak tersebut dapat
melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Akan tetapi, wajib pajak yang tidak memahami
peraturan perpajakan akan cenderung menggunakan jasa konsultan pajak untuk
membantu usaha mereka memahami kewajiban perpajakannya (Khairannisa

dan Chiesviyanny, 2019).

“Saya menyadari kalau saya tidak menguasai bidang pajak sehingga
saya membutuhkan konsultan pajak [...] karena konsultan pajak expert
ahli di bidang pajak otomatis mereka pasti tahu untuk legalitas [...].”

(Narasumber 6)

Sebagai mitra dari DJP, konsultan pajak berperan dalam menyadarkan

wajib pajak agar kewajiban perpajakannya terlaksana dengan baik.

“Iya, mereka membentuk kesadaran kita juga sih maksudnya untuk
kenapa kita harus transparan, kenapa kita harus membayar pajak,
kenapa kita tidak boleh umpet-umpetan, itu mereka membangun
pandangan yang maksudnya cukup membantu. Jadi sekarang ya kita
pelan-pelan juga terus memperbaiki, pelaporan pajak kita juga. [...].”

(Narasumber 3)

Selain itu, konsultan pajak juga menjalankan peran dalam mengedukasi
wajib pajak untuk memahami peraturan yang terkini mengenai perpajakan.
Misalnya, selama pandemi covid-19 pemerintah mengeluarkan beragam
kebijakan insentif yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak. Berkaitan dengan
informasi tersebut, konsultan pajak perlu menyampaikan informasi penting

tersebut bagi wajib pajak karena akan mempengaruhi pelaporan pajaknya.
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“Lo kemarin sih kayak ada apa namanya juga diberi diberi tahu ya
fasilitas - fasilitas insentif yang memang khusus untuk apa saat itu,
maksudnya saat covid itu. Jadi ternyata ada insentif dari pemerintah
untuk pemotongan pajak gitu jadi sangat membantu sih. Kalau
Informasi kayak gitu nggak kita kita ini yang awam nggak dapet ya.”

(Narasumber 1)

2.2.5. Pendampingan

Konsultan pajak memiliki beberapa fungsi, salah satunya sebagai
mediator perpajakan (Nugraheni dkk, 2020). Perbedaan kepentingan antara DJP
dan wajib pajak, mendorong wajib pajak untuk menggunakan jasa konsultan
pajak dengan tujuan agar yang dipikirkan oleh wajib pajak dapat tersampaikan

kepada petugas pajak berdasarkan bahasa hukum perpajakan.

Menurut Nugraheni dkk (2020), pada dasarnya konsultan pajak dalam
menjalankan pekerjaannya harus memiliki sifat independen, profesional dan
integritas. Integritas menjadi hal penting yang harus dimiliki oleh konsultan
pajak. Setiap konsultan pajak harus memiliki profesionalitas, didalamnya yaitu
jujur serta dapat dipercaya. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap konsultan pajak
tidak diperbolehkan memberikan informasi secara sembarangan, memberikan
pernyataan yang menyesatkan atau tidak benar, maupun ceroboh dalam

menyajikan informasi yang relevan (IKPI, 2020).

“Konsultan pajak tu ya terpenting jadi orang yang bisa menengahi ya
antara pemerintah dan kita sebagai rakyat, [...] itulah harapan untuk
konsultan ya terus membantu pengusaha, membantu kita sebagai yang

rakyatnya gitulah ke pemerintah menjembatani begitu.” (Narasumber 9)
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2.2.6. Pengembangan Usaha

Wajib pajak menggunakan jasa konsultan pajak ternyata tidak hanya
untuk mengurus permasalah pajak saja. Ada juga wajib pajak yang
membutuhkan konsultan pajak untuk memberikan masukkan terkait
pengembangan dan keberlangsungan usaha dari wajib pajak tersebut di masa

mendatang.

“kalau saya yang pasti dari diri sendiri dulu. Faktor dari dalam diri
sendiri itu butuh untuk konsultan pajak karena saya nyadari gak
nguasai bidang itu dan juga untuk saya membutuhkan konsultan pajak

untuk pengembangan usaha [...].” (Narasumber 6)

2.2.7. Penilaian Subjektif

Pertimbangan dalam memilih menggunakan jasa konsultan pajak dapat
dilihat dari sudut pandang subjektif masing-masing wajib pajak. Penilaian
subjektif merupakan sebuah penilaian yang dilakukan dengan menggunakan
opini atau pendapat pribadi. Salah satu konstruk di dalam TPB adalah sikap
terhadap perilaku, dimana dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu keyakinan dan
evaluasi. Keyakinan berkaitan dengan penilaian subjektif oleh setiap individu
terhadap lingkungan sekitarnya (Karolina dan Noviari, 2019). Hal ini dapat
diartikan bahwa setiap wajib pajak memiliki penilaian subjektif yang berbeda,
khususnya mengenai seorang konsultan pajak. Seperti halnya tingkat senioritas,

perbedaan usia, dan kecepatan merespon.

“[...] saya awal-awal belum pakai konsultan pajak. Saya memang
memang tidak pakai konsultan pajak yang dipakai oleh orang tua saya

karena memang secara komunikasi saya belum merasa nyaman dengan
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beliau. Kan emang lebih senior jadi ya sudah bapak-bapak yang tua
suka sekali lah, jadi saya kalau mau ngomong tanya apa-apa juga
sungkan kalau terlalu ngerepotin dan kalau beliau nya sudah menjawab
yang gimana. Saya masih belum paham saya tanya lagi saya juga
sungkan karena memang terlalu jauh sekali jarak usia saya dengan

konsultan pajak ayah saya itu [...]” (Narasumber 7)

Penilaian subjektif dapat berarti komunikasi yang baik antara konsultan
pajak dengan wajib pajak. Konsultan pajak mempunyai peran sebagai agen bagi
klien, dalam hal ini wajib pajak (Nugraheni dkk, 2020). Pada sisi eksistensi
konsultan pajak, terlihat dari kemampuannya dalam memotivasi wajib pajak
untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Kemampuan tersebut dapat berupa cara
penyampaian informasi, karakter atau kepribadian, ketelitian, kecerdasan
emosional, kecerdasan interlektual. Hal ini menjadi preferensi bagi wajib pajak

dalam menggunakan jasa konsultan pajak.

“[....] jadi kita berharap konsultan pajaknya bisa komunikatif terus apa
va, bisa sabarlah membimbing. Namanya orang kan kalau kita, mereka
kan yang lebih tahu lika-likunya pajak. Jadi kita ada apa-apa dikit

tanya, Kita berharap mereka itu ya sabar.” (Narasumber 3)

2.2.8. Relasi

Wajib pajak dalam mempertimbangkan menggunakan jasa konsultan
pajak juga perlu memperhatikan pendapat dan pengalaman dari lingkungan
sekitarnya, seperti lingkungan keluarga dan lingkungan pertemanan. Manusia
merupakan makhluk sosial, manusia senantiasa berhubungan satu dengan yang
lain. Melalui interaksi tersebut, manusia mengalami proses belajar, karena pada

dasarnya manusia melakukan kegiatan belajar sepanjang hidupnya.
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IV.3.

Keberhasilan proses belajar dipengaruhi oleh faktor dari dalam dan luar dirinya
(Tarsono, 2010). Proses pembelajaran tersebut dapat dimulai dari lingkungan
terdekatnya, yaitu orang tua. Orangtua merupakan lingkungan sosial pertama
yang ditemui dalam dunia nyata. Dukungan orangtua dapat berupa dukungan

moral seperti bimbingan, pengarahan, dan teladan.

“vang pasti pertama orang tua saya memang sudah pakai konsultan
pajak dari dulu. Jadi saya sudah terbiasa bahwa usaha itu
bergandengan dengan ada konsultan pajak kemudian memang waktu itu
apa namanya saya merasa bahwa perlu ada yang mendampingi saya

secara perpajakan [....].” (Narasumber 7)

Perilaku seseorang dalam konteks memenuhi kewajiban perpajakan juga
dibentuk dari lingkungan pertemanan. Pendapat, masukan dan pengalaman
orang lain dalam lingkungan pertemanan membantu untuk membentuk perilaku
seseorang.

“Kalau dari saya, saya memang juga sempet bingung ya pusing juga,
gimana nih di luar itu memang orang tua sempet pakai dulu pernah
pakai dan teman-teman tuh juga memberi info nih pakai konsultan pajak
ini aja, pakai konsultan pajak aja untuk ngurus supaya gak pusing
istilahnya seperti itu ya, ya saya lebih banyak juga dari temen dari

referensi temen-temen juga.” (Narasumber 8)

Diskusi dan Analisis

Setiap warga negara yang melakukan aktivitas ekonomi di Indonesia tunduk
pada peraturan dan perundang-undangan perpajakan. Hal ini disebabkan pajak
merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan bernegara, tidak hanya dalam

dunia ekonomi saja namun bisa berperan dalam segala bidang (Dewi dkk, 2018).
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Semakin banyak pajak yang dipungut, maka semakin banyak infrastruktur yang dapat
dibangun dalam suatu negara (Khairannisa dan Cheisviyanny, 2019).

Sistem pungutan pajak yang diterapkan di Indonesia adalah sistem self
assessment yang telah berlaku sejak tahun 1983. Berdasarkan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983, sistem self assessment memberikan
kepercayaan penuh kepada seluruh wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan,
menyetor, dan melaporkan seluruh pajak yang menjadi kewajibannya. Sistem ini
diterapkan oleh pemerintah agar administrasi perpajakan dapat terlaksana lebih rapi,
terkendali, sederhana, dan mudah dipahami.

Namun pelaksanaan sistem self assessment tidak sesuai dengan teori. Para wajib
pajak mengaku mengalami banyak kendala dan kesulitan dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya, antara lain tidak memiliki pengetahuan tentang perpajakan, keengganan
untuk mengikuti perkembangan peraturan pajak, serta keberbatasan waktu dan tenaga.
Jika tidak ada kesadaran, peran, serta keaktifan dari wajib pajak sendiri, maka
keberhasilan pelaksanaan sistem self assessment sulit tercapai.

Berdasarkan narasumber yang telah diwawancarai, mereka lebih memilih
menggunakan jasa konsultan pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Alasan
yang diungkapkan para narasumber kurang lebih seperti yang terungkap dalam
penelitian Khairannisa dan Cheisviyanny (2019), yaitu karena kurangnya pengetahuan
wajib pajak mengenai segala peraturan perpajakan, rumitnya sistem perpajakan serta
adanya keinginan wajib pajak agar kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan dengan
efektif dan efisien. Hal ini dikuatkan dengan hasil penelitian Syarty (2013) yang
mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara wajib pajak badan
yang didampingi konsultan pajak dengan yang mengurus sendiri perpajakannya, baik

dari segi kepatuhan formal maupun material.
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Hasil penelitian yg telah dijabarkan dalam sub IV.2, peneliti meringkas dalam

bentuk model seperti yang disajikan bawah ini :

TRA dan TPB
Motivasi
——=F Y
Dimensi Dimensi
Personal Sosial
S Perseps‘i Norma
Kendali Subjektif
] . Penilaian
—»  Otoritas —>
EhpRony! Subjektif
> Pendampingan = Pemahaman > Relasi
Pajak
Pengembangan Onpersional
—> Usaha 2 pUsaha

E}ambar 4.1 Ringkasan Hasil Penelitian sub IVE

Berdasarkan gambar di atas nampak bahwa Theory of Reasoned Action (TRA)
dan Theory of Planned Behavior (TPB) adalah teori utama yang digunakan dalam
pembahasan penelitian ini. TRA dan TPB merupakan teori yang menjelaskan mengenai

tahapan manusia untuk melakukan suatu perilaku, dimana perilaku diasumsikan
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ditentukan oleh motivasi. Menurut Pontoh dkk (2017), motivasi dapat didefinisikan
sebagai suatu dorongan dalam diri untuk melakukan suatu tindakan. Motivasi tersebut
dapat dibagi menjadi dua dimensi yaitu dimensi personal (dalam) dan dimensi sosial
(luar). Dimensi personal dibagi menjadi dua yaitu sikap dan persepsi kendali,
sedangkan dimensi sosial yaitu norma subjektif.

Menurut Ghozali (2020), niat seseorang untuk melakukan suatu tindakan
disebabkan oleh dua konstruk utama yaitu sikap dan norma subjektif. Sikap adalah
salah satu penentu utama motivasi perilaku dan merujuk pada perasaan orang terhadap
perilaku tertentu. Jika seseorang percaya bahwa perilaku tertentu akan mengarah pada
hasil yang diinginkan atau menguntungkan, maka seseorang lebih cenderung memiliki
sikap positif terhadap perilaku tersebut demikian sebaliknya (Ghozali, 2020).

Wajib pajak mempunyai hak dan kewajiban dalam melaksanakan kewajiban
perpajakannya. Menurut Surat Edaran DJP No. SE-45/PJ/2007, salah satu hak wajib
pajak adalah mendapatkan pelayanan dari otoritas perpajakan. Secara praktis,
seringkali pelayanan tersebut didapat melalui interaksi dengan otoritas pajak dan
konsultan pajak. Keberadaan konsultan pajak dilindungi oleh PMK Nomor
175/PMK.03/2022, dimana konsultan pajak secara legal dapat memberikan jasa
konsultasi terkait perpajakan kepada wajib pajak. Kehadiran otoritas dan
pendampingan dari konsultan pajak memberikan hasil yang lebih baik bagi
pemenuhan kewajiban perpajakan dan pengembangan usaha wajib pajak sehingga
ketiga hal ini membangun sikap wajib pajak untuk lebih menggunakan jasa konsultan
pajak.

Norma subjektif juga merupakan salah satu penentu utama motivasi perilaku
dan merujuk pada cara persepsi kelompok atau individu yang relevan seperti anggota

keluarga, teman, dan teman sebaya dapat mempengaruhi kinerja perilaku seseorang.
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Motivasi wajib pajak ketika memilih menggunakan jasa konsultan pajak
ternyata juga dipengaruhi oleh persepsi kelompok atau individu lingkungan sekitar
mereka, baik itu keluarga, orang tua, maupun teman wajib pajak. Mereka
mengungkapkan bahwa menggunakan jasa konsultan pajak adalah lazim dan bahkan
dianjurkan. Namun, setiap wajib pajak memiliki penilaian subjektif yang berbeda
dalam pertimbangan menggunakan jasa konsultan pajak karena dilihat dari tingkat
senioritas, perbedaan usia, cara penyampaian informasi, karakter atau kepribadian,
kecepatan merespons, ketelitian, kecerdasan emosional, dan kecerdasan intelektual.
Berdasarkan hal tersebut faktor penilaian subjektif dan faktor relasi dikategorikan
sebagai komponen norma subjektif.

Pengembangan lebih lanjut dari TRA adalah Theory of Planned Behavior
(TPB). Menurut Gozali (2020), TPB yang dikembangkan oleh Ajzen pada tahun 1985
menunjukkan bahwa orang lebih mungkin untuk melakukan tindakan tertentu ketika
mereka merasa dapat melakukannya dengan sukses. Pada teori ini menambahkan
konstruk tambahan yaitu persepsi kendali yang bertujuan agar dapat memprediksi
perilaku individu menjadi lebih spesifik. Kontrol perilaku persepsi didefinisikan oleh
Ajzen (1991) sebagai kemudahan atau kesulitan persepsi untuk melakukan perilaku.
Kontrol perilaku persepsian menggambarkan pengalaman masa lalu dan mengantisipasi
halangan yang ada sehingga semakin menarik sikap dan norma subyektif terhadap
perilaku. Semakin besar kontrol perilaku persepsian, maka semakin kuat pula motivasi
seseorang untuk melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan.

Motivasi wajib pajak dalam memilih menggunakan jasa konsultan pajak
dipengaruhi juga oleh kontrol perilaku persepsi yaitu kesulitan persepsi yang
menggambarkan pengalaman di masa lalu. Wajib pajak lebih berfokus pada kegiatan

operasional usaha sehingga mereka cenderung memiliki keterbatasan waktu dan
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tenaga (ekonomi), serta ketidakpahaman mengenai peraturan perpajakan yang
berlaku. Mayoritas wajib pajak tidak memahami hukum perpajakan dengan benar,
mereka juga menunjukkan pengetahuan yang buruk tentang tarif pajak dan dasar

konsep perpajakan (Hofmann, 2008).
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